
2. Undang ... 

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten­ 
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran 
Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2907); 

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka 
perlu dibentuk Peraturan Bupati Merauke tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Merauke Nomor 87 
Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) Kabupaten Merauke Tahun 2022; 

a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai 
dengan Asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Merauke Tahun 2022 dan untuk melaksanakan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Pera tu ran Daerah ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan 
Bupati Merauke Nomor 87 Tahun 2021 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2022, 
perlu ditinjau kembali; 

BUPATI MERAUKE, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERAUKE NOMOR 87 
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH (RKPD) KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI MERAUKE 
NOMOR 87 TAHUN 2022 

BUPATI MERAUKE 
PROVINSI PAPUA 

[~ __ s_A_L_IN_A_N __ ~] 



8. Undang ... 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pem ben tukan Pera tu ran Perun dang- undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801 l; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4700); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nornor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi 
Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 
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8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024; 

9. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan J angka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 132); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
N omor 77 Tah un 2020 ten tang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
94 /PMK.07 /2021 Tanggal 19 Juli 2021 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke 
Daerah dan Dana desa Tah un Anggaran 202 1 Dalam 
Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019-2023 
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 
Nomor 3); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 14 Tahun 
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Merauke Tahun 2010 - 2030; 
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PERATURAN BUPATI MERAUKE TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI MERAUKE NOMOR 87 TAHUN 
2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
(RKPD} KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

Pasal I 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Merauke Tahun 2022 Nomor 1}; 

24. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 
Merauke Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten 
Merauke Tahun 2022 Nomor 1); 

25. Peraturan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke Tahun 
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Merauke 
Tahun 2022 Nomor l); 

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten 
Merauke Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 6 
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten 
Merauke Tahun 2021 Nomor 6); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 15 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2016 ten tang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merauke Tahun 
2016-2021); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Merauke Tahun 2013 Nomor 9); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 15 Tahun 
2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2016 Ten tang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merauke Tahun 
2016-2021; 
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BAB III 
BAB IV 
BABV 
BAB VI 

PENDAHULUAN 
EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2022 KABUPATEN 
MERAUKE SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA 
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 
PENUTUP 

BAB I 
BAB II 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Merauke Tahun 2022 disusun dengan Sistematika 
se bagai beriku t : 

Pasal ... 

Pasal 3A 

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, 
yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Dalam rangka penyusunan Perubahan RAPED Tahun 2022 
maka: 
1. Pemerintah Kabupaten Merauke menggunakan Perubahan 

RKPD Tahun 2022 sebagai bahan penyusunan dan 
pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 
(KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 
Perubahan (PPAS - P) Tahun 2022 bersama DPRD; 

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib 
menggunakan Perubahan RKPD Kabupaten Merauke 
Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan Rencana 
Kerja dan Anggaran (RKA) bersama Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD 
Kabupaten Merauke. 

Pasal 2A 

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan l (satu) Pasal, 
yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

1. Terhadap pasal 1 ayat 2 ditambahkan satu huruf yaitu 
huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut: 

c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke 
dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (P-RAPBD) 
tahun 2022. 
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A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn 
NIP. 19740507 200112 1 003 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

~ 

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022 NOMOR 78 

Diundangkan di Merauke 
Pada tanggal 22 Agustus 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE 
CAP/TTD 

RUSLAN RAMLI 

Ditetapkan di Merauke 
pada tanggal 22 Agustus 2022 

BUPATI MERAUKE, 
CAP/TTD 

ROMANUS MBARAKA 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke. 

Pasal II 
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